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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Menurut Wahbah Al-Zuhayli
Tentang Perceraian Dengan Alasan Istri Penyandang Cacat” dalam penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pandangan Wahbah al-Zuhayli bahwa penyelesaian
hukum perceraian khususnya bagi penyandang cacat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian
library research yaitu penelitian yang yang mengambil data-data dari buku-buku
tulisan dan jurnal yang berkaitan dengan hukum perceraian, cacat dan pemikiran
wahbah al-Zuhayli. Dalam teknik pengumpulamn data menggunakan edjting dan
orgamizing, dalam teknik analisis penulis menggunakan metode deskriftif
analitik dengan pola deduktif.

Dalam Konvensi International Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol
Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006)
penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya
sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan
sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun
tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Dari hal ini maka, perlu
adanya tindakan yang tidak mengenyampingkan hak-hak bagi penyandang cacat,
salah satunya dalam membina rumah tangga yang baik.

Dalam penilitian ini Wahbah al-Zuhayli memiliki pandangan yang
berbeda dengan imam-imam madzhab klasik dalam menentukan hukum
perceraian, imam madzhab sepakat bahwa hukum asli dari perceraian adalah
makruh. Namun, Wahbah al-Zuhayli memiliki perbedaan pendapat dalam hukum
menceraikan seorang istri yang cacat. Wahbah al-Zuhayli menetapkan hukum
tersebut yakni haram dengan berbagai alasan yang dipaparkan.

Dengan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran bahwa, orang
yang menderita cacat adalah makhluk Allah yang juga memiliki hak yang sama
bagi orang yang normal, begitu juga bagi keluarga dan kerabat dekat, selalu
mendukung dang memotivasi baik dalam kebutuhan materi maupun non materi.
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh agama Islam dan
Rasulullah dengan harapan dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan
dapat menjalankan ibadah lebih sempurna, tidak hanya itu dalam pernikahan pun

diharapakan setiap pasangan berhak mendapatkan kebahagiaan.t

Pernikahan amat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan
pernikahan yang sah, pergaulan laki- laki dan perempuan terjadi secara terhormat
sebagai makhluk yang berkehormatan. Pernikahan merupakan salah satu perintah
agama. Allah ciptakan semua makhluk secara berpasang-pasangan maka dari itu
jalan yang benar untuk menyatukan dua insan yaitu dengan menikahkan keduanya
baik pihak lelaki maupun perempuan kepada yang mampu untuk segera

melaksanakannya. Sebagaimana di dalam Alguran dijelaskan:

2
- wE
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Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada
keduanya Allah Memperkembang3biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah
selalu menjaga dan mengawasi kamu.?

IAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009) 47.
2Departemen Agama, Al-Qur ‘an dan Tafsirnya, Jilid 6, cet. Ulang. (Semarang: Wicaksana, 1993),
4:1.



Pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk perkataan
maupun dalam tindakan, nabi Muhammad sendiri menganjurkan untuk berpuasa
bagi siapa saja yang belum siap untuk melaksanakan sunah tersebut, karena
orang berpuasa dapat terhindar dari perbuatan yang keji, yaitu perzinahan.’
Dalam melangsukan pernikahan juga memiliki tujuan hidup bersama dan
berupaya mendapatkan keturunan yang baik dan sah menurut ketentuan dan
peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia sebagai penerus estafet
perjuangan agama dan infestasi akhirat, sebaimana doa anak yang sholeh adalah
tiga amalan yang tidak pernah putus, walaupun telah meninggal orang tua
mereka hal inilah yang menjadi alasan mereka untuk melangsungkan pernikahan.
namun, tidak semua pernikahan berjalan dengan mulus, bahkan tidak sedikit dari
pernikahan berakhir dengan perceraian. Hal ini dianggap sebagai solusi untuk
memecahkan suatu masalah, sebaliknya alih-alih dianggap memecahkan sebuah
masalah justru menimbulkan masalah baru padahal dalam masalah pernikahan
tidak hanya melibatkan antara pasangan suami dan istri namun ikatan janji suci
yang sudah diikrarkan yang menimbulkan terpecahnya ikatan silaturahmi antar
keduanya, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah tetapi juga
memiliki unsur rohaniyyah. Dari sinilah perlu adanya menjaga ego dari masing-

masing individu dari setiap pasangan.

Memperhatikan tujuan awal pernikahan mencakup hal yang esensial
sebagaimana disebutkan diatas, maka UU pernikahan mempersukar terjadinya

perceraian, karena dampak dari perceraian tersebut mengakibatkan gagalnya

$Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.



ikhtiar dari kedua pihak dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah,
wa rahmah, bahkan tidak sedikit dari mereka yang penuh rasa cinta dan kasih
sayang, kemudian timbul rasa benci dan enggan untuk bersilaturahmi.* Begitu
juga, dari perceraian tersebut timbulnya konflik antara mantan suami dan mantan
istri yang bersumber dari perebutan harta kekayaan dan penguasaan anak-anak
yang telah dilahirkan dalam pernikahan mereka, sehingga justru berdampak

kurang baik bagi perkembangan jiwa anak-anak mereka tersebut.

Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Meskipun
Islam mengijinkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai
terjadinya perceraian dari suatu pernikahan. Hal itu terdapat dalam asas
perceraian dipersulit, karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk
keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya
perceraian dikedepankan.® Terkait itu seorang pria dan seorang wanita yang
mengikat lahir dan batinnya dalam suatu pernikahan sebagai suami dan istri
mempunyai hak untuk memutuskan pernikahan tersebut dengan cara perceraian

berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.

Ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak
untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan cara perceraian, seperti
pergaulan antara suami dan istri yang saling tidak menghormati, tidak saling
menjaga rahasia, terjadi pertentangan pendapat yang sangat prinsip. Terkait itu

perceraian adalah penghapusan pernikahan dengan putusan hakim, atau tuntutan

4Muhammad Syaifuddin, Sri Turat miyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta
Timur: Sinar Grafika, 2014), 38.
SIbid., 35.



salah satu pihak dalam pernikahan.® Perceraian merupakan masalah yang sering
terjadi dalam kehidupan masyarakat karena merupakan jalan terakhir ketika
sudah tidak merasakan kerharmonisan dalam rumah tangga. Walaupun, Secara
umum menurut pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No.l tahun 1974 tentang
pernikahan, suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati,
dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin suami wajib melindungi dan

memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Namun, yang jadi permasalahan tidak semua manusia dilahirkan dengan
keadaan normal. Beberapa di antaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik
maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa perkembangan. Gangguan
perkembangan intelektual atau yang biasa disebut cacat merupakan salah satu di
antaranya. Cacat adalah suatu kondisi yang ditandai oleh intelegensi yang rendah
yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar dan beradaptasi
terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Anak-
anak dan dewasa penderita cacat ini memiliki fungsi intelektual di bawah normal,
yaitu dengan nilai IQ di bawah 70.7 Sebagaimana halnya anak tunarungu
penyandang cacat mental juga dapat dikelompokkan menjadi cacat mental
ringan, sedang, dan berat. Meskipun yang menonjol dalam hal ini adalah

kemampuan mental yang dibawah normal, namun kondisi ini berpengaruh pada

®Subekti, Pokok -Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), 42.

7J.P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 354.



kemampuan lainnya, seperti kemampuan untuk bersosialisasi dan menolong diri

sendiri.®

Sedangkan dalam literatur dan kajian ilmu psikologi dan kedokteran, cacat
merupakan kondisi seseorang yang memiliki intelegensi kurang atau di bawah
normal sejak lahir atau masa kanak-kanak. Tingkat beratnya retardasi
bergantung pada taraf kecerdasan penderitanya, kemampuannya untuk dididik

dan kemampuan sosial atau kerjanya.’

Di Indonesia sendiri penyandang cacat pun memiliki hak yang sama pada
segala kehidupan yang dijalaninya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
menyebutkan dalam pasal 5 bahwa: Setiap penyandang cacat mempunyai hak

dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. '’

Para penyandang cacat sebagai manusia normal yang juga dikaruniai hasrat
seksual tentunya memiliki keinginan untuk mengikatkan diri dalam ikatan
pernikahan dan memiliki keturunan. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini
apakah penyandang cacat dibolehkan bercerai walaupun mereka dapat
menjalankan kewajiban mereka. Hal ini menjadi perhatian besar bagi para pakar
figh, salah satunya Wahbah Al-Zuhayli yakni ulama kontemporer yang berbicara
tentang figh secara lengkap dan kompleks sehingga, buku beliau kesemuanya
banyak membahas tentang hukum-hukum islam. Selain ahli dalam bidang ilmu

figh ia juga termasuk ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu lainnya

8Departemen Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.Ke-3,Edisi Kedua, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1994), 456.

® Marawis. W.P, Catatan IImu Kedokteran Jiwa (Surabaya: Airlangga University Press, 2004), 45.
%Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 5.



termasuk dalam ilmu tafsir Alquran dan juga ahli pada bidang hadist, dalam
permasalahan perceraian bagi penyandang cacat ia memiliki pendapat yang
berbeda dari para ulama klasik yang menyatakan membolehkan adanya
perceraian bagi siapapun yang pernah melakukan perceraian bagi siapa saja yang
sudah tidak dapat mempertahankan pernikahannya. la berpendapat dalam
perceraian penyandang cacat hukum bercerai yang mula-mula dibolehkan dapat
menjadi haram bila dilakukan. Maka, hal inilah yang membuat tergerak hati
penulis untuk melakukan karya tulis agar menjadi rujukan hukum dan dapat

dipertimbangkan kembali.

Melihat masalah yang telah disebutan, penulis tertarik dalam
mengembangkan permaslahan tersebut dan dapat menjadi rujukan kembali bagi
KHI. Hal tersebut juga meninjau tentang maslahat dan mudharat yang terjadi
bagi kedua belah pihak. Maka penulis menyusun skripsi yang berjudul: “Analisis
Terhadap Pandangan Wahbah Al-Zuhayli Tentang Perceraian Dengan Alasan

Istri Penyandang Cacat”.

Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1. Idenntifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah
dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan

sebagai berikut:



a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal
5.

b. Konsep Undang-undang dalam menanggapi penderita cacat.

c. Pendapat Ulama tentang cacat.

d. Pendapat dalam menanggapi perceraian penderita cacat.

e. Kilasifikasi penderita cacat menurut KHI.

f. Kewajiban seorang istri penyandang cacat dalam berkeluarga.

2. Batasan Masalah
Dalam Penelitian ini penulis memiliki batasan dalam meneliti agar

pembahasan tidak melebar dan dapat dipahami oleh pembaca, dalam skripsi ini
membahas tentang hukum perceraian yang disebabkan istri sebagai
penyandang cacat, dalam skripsi ini penulis mengambil pemikiran dari ulama
kontemporer yang ahli dalam bidang Figh dan Tafsir yaitu Wahbah Al-
Zuhayli, sedangkan untuk pembahasan hukum Islam, penulis menggunakan
pemikiran Imam Syafi’l.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas maka, permasalahan yang

akan dibahas adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pandangan Wahbah Al-Zuhayli terhadap perceraian dengan
alasan istri penyandang cacat?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perceraian menurut pandangan

Wahbah Al-Zuhayli bagi istri penyandang cacat?



Kajian Pustaka

kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atas penelitian yang sudah
pernah dilakukan di seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas
bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi
dari kajian atau penelitian yang telah ada. Permasalahan tentang perceraian
penyandang cacat memang belum ada yang membahas dan menelitinya. Adapun

terdapat skripsi yang mirip dengan pembahasan , sebagai berikut:

1. Skripsi karya Fatonatu Rokhmanita, yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Kasus
tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis
Kabupaten Mojokerto” (IAIN Sunan Ampel Surabaya). Pada tulisan ini
menggunakan penelitian lapangan yang memfokuskan pada penyandang
cacat mental di daerah Mojokerto dan menjelaskan hukumnya bagi para
penyandang cacat mental dalam melaksanakan hak dan kewajiban.'!

2. Skripsi karya Muftiri Mutala’li yang berjudul “Tinjauan hukum Islam
Terhadap Pernikahan Penyandang Cacat Mental” tulisan ini hanya
menerangkan tentang hak-hak yang diberikan bagi penyandang cacat
termasuk dalam melangsungkan pernikahan.!?

3. Skripsi karya Cut Hasmiati dengan NIM 13350022 (UIN Sunan Kalijaga)

yang berjudul “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi

11 Fatonatu Rokhmanita, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Suami Istri: Studi Kasus tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis

Kabupaten Mojokerto” Skripsi IAIN Suanan Ampel Tahun 2010.

12Muftiri Mutala’li, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Pernikahan Penyandang Cacat Mental”
UIN Sunan Kali Jaga



Kehidupan  Keluarga Di  Kelurahan  Demangan  Kecamatan
Gondokusuman Kota Yogjakarta)”. Perbedaan antara penelitian ini
dengan Cut Hasmiati adalah penelitian Cut Hasmiati lebih condong
kepada kewajiban suami penyandang cacat mental dalam memberikan
nafkah dan bagaimana keseharusan suami sebagai kepala rumah tangga
yang memiliki kewajiban terhadap rumah tangga untuk melindungi dan
menjaga keserasian, sedangkan penelitian ini lebih menekankan mengenai

hukum perceraian bagi penyandang cacat menurut Wahbah Al-Zuhayli.!?

Selama pengkajian pustaka penulis belum menemukan penelitian tentang
perceraian yang dilakukan oleh penyandang cacat. Sehingga, penulis bermaksud
mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Terhadap Pandangan Wahbah Al-

Zuhayli Tentang Perceraian Dengan Alasan Istri Penyandang Cacat.”

Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai dua

macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Wahbah Al-Zuhayli
terhadap perceraian dengan alasan istri penyandang cacat mental.
2. Untuk mengetahui dan dapat menganalisa hukum Islam terhadap

perceraian dengan alasan istri penyandang cacat mental.

13 Cut Hasmiati, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga
Di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogjakarta ” Skripsi UIN Sunan Kali
Jaga, Tahun 2017.
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Kegunaan Penelitian

sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai kegunaan

yang hendak dicapai, yaitu:

1. Secara Teoretis

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu
pembaca pada umumnya, dan khusus bagi mahasiswa/i yang
berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam.

b. Diharapkan dapat menambah ragam keilmuan ke Islaman tentang
tinjauan al-maslahah terhadap pemikiran Wahbah Al-Zuhayli
tentang percerain dengan alasan istri penyandang cacat.

2. Secara praktis

a. penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan
pertimbangan atau bahan acuan bagi pihak-pihak yang
membutuhkan, baik untuk penelitian lebih lanjut maupun sebagai
bahan pengetahuan dalam hal tinjauan hukum perceraian bagi
penyandang cacat.

b. Diharapkan dapat menambah ilmu-ilmu baru dan dapat menambah
teori-teori yang kemudian menjadi rujukan hukum dalam

perceraian bagi penyandang cacat.
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Defisi Oprasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan
diteliti serta menghindari dari kesalahpahaman bagi para pembaca dalam
memahami judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan
maksud dari judul tersebut, yakni:

Hukum Islam

pendapat dari imam madzab yakni imam Syafi’l yang berisikan tentang
perceraian bagi penyandang cacat. Dalam pandangan beliau bahwa makna
cacat tidak mengkhususkan, sehingga gila masuk dalam kriteria cacat
tersebut.

Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam:

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) UU
no.l tahun 1974 tentang Pernikahan dijelaskan bahwa putusnya pernikahan
yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang
pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil
Penyandang cacat:

orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan
sikap masyarakatnya.

Wahbah Al-Zuhayli

Ulama kontemporer Ahli bidang Figh dan tafsir. Dalam pandangan beliau

dinilai memiliki pemikiran baru pada abad yang memiliki berbagai isu-isu
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kontemporer, yang dinilai oleh penulis memiliki representatife dalam
menghadapi berbagai masalah, salah satunya perceraian bagi penyandang

cacat.

Metode Penelitian

Agar terselesainya karya tulis ini maka, diperlukan adanya metode
penulisan agar, penulisan ini sistematis dan jelas sesuai kaidah yang berlaku

dalam penulisan karya ilmiah. Hal tersebut sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari dokumen atau lisan dari
suatu objek yang dapat diamati dan diteliti.'* Dalam Hal ini Penulis Fokus
Pada Pembahasan perceraian bagi penyandang cacat menurut Wahbah Al-
Zuhayli.

2. Sumber data

Dalam menulis penelitian ini perlu adanya data-data yang valid dan
memiliki legalitas yang kuat, maka dari itu penulis membagi data tersebut

menjadi 2 yaitu:

a. Sumber Primer

14 _exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2002), 3.
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Dalam penyelesaian skirpsi ini penulis menggunakan sumber primer
sebagaimana berikut:
1) Figh Islam Wa Adilatuhu. Karya Wahbah Al-Zuhayli.
2)al-Wajiz Fi Usul al-Figh. karya Wahbah Al-Zuhay]Ii.
b. Sumber Sekunder

Sedangkan dalam sumber primer penulis menggunakan buku-buku
penunjang antara lain:

1) Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi“i. A-Umm, Terj. Ismail

Yakub, Juz VII, Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.th

2) Ahamad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia;

3) Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia;

4) Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat;

5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.

6) Undang-Undang No. pasal 116 Ayat E tentang perceraian

7) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode library
research, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature
(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian
dari penelitian terdahulu.’> Disini penulis mengumpulkan data-data yang

diperoleh dari buku-buku tentang pernikahan, perceraian, cacat mental,

15 M. Igbal hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Analisis (Bandung: Ghalia
Indonesia, 2002)11.



dan

14

pemenuhan kewajiban istri. Sebagai data, dan kitab-kitab fikih dan

tafsir karangan Wahbah Zuhayli dan juga buku yang berkaitan dengan topic

kajian yang berfungsi sebagai pisau analisa untuk menemukan pemecahan

masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a.

Editing, yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh
terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan
keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.!® sehingga
menjadi karya ilmiah yang dapat dipahami dan dimengerti.

Organizing, yakni penulisan data yang diatur dan disusun sehingga
menjadi sebuah kesatuan yang teratur.!” Selanjutnya semua data yang
telah diperoleh akan disusun secara sistematis untuk dijadikan

sebagai bahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan

dirumuskan.!®

®Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,(Jakarta: Granit, 2004), 118.
7Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (t.tp., t.p., t.t.), 803.
18 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipa, 1996), 234
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Teknik analisa data yang di pakai untuk menelaah seluruh data yang
tersedia dari berbagai sumber!® adalah dengan menggunakan metode deskriptif
analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis adalah
memaparkan data tentang cacat mental sesuai dengan yang ada lalu dianalisa
dengan hukum Islam, yaitu teori kewajiban istri dan kaidah fikih. Sedangkan
pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpijak dan berangkat dari variable
yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah istri penyandaang cacat mental,

kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu hukum Islam.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan
pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dan agar dapat dipahami
permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan
disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Membahas tentang judul teori. Dalam bab ini akan

menjelaskan pengertian perceraian, penderita penyandang cacat, sebab-sebab

19 Lexy J, Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif,. 19.
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terjadinya cacat, kategori cacat dalam hukum Islam, kedudukan penyandang

cacat dalam melaksanakan kewajiban sebagai istri.

Bab ketiga, Membahas judul materi meliputi biografi Wahbah Al-
Zuhayli, pandangan imam madzab tentang perceraian bagi penyandang cacat
mental yang terdapat pada hukum Islam, pandangan dari Wahbah Al-Zuhayli

tentang perceraian bagi penyandang cacat.

Bab keempat, Dalam bab ini penulis akan menguraikan dang menganalisa
dari data yang dikumpulkan kemudian dipadukan dengan judul materi dan judul
teori yang dipadukan meliputi padangan Wahbah Al-Zuhayli tentang perceraian

bagi penyandang cacat mental dan juga pandangan para imam madzab.

Bab kelima, Merupakan penutup, pada dalam bab ini berisikan mengenai

kesimpulan dan saran.



A.

BABII

PERCERAJAN KARENA CACAT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM

POSITIF

Perceraian

1.

Definisi Perceraian

Kata “Thalaq” dalam bahasa Arab berasal dari kata thalaqa yathlaqu-
thalagan yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali
pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat
abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata Thalaq merupakan isim
mashdar dari kata thalaga-yuthalliqu-tathliiqan, jadi kata ini semakna
dengan kata tahliq yang bermakna “irsal” dan “tarku” yaitu melepaskan dan
meninggalkan.!

Dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan istilah talak. Talak
berasal dari bahasa arab @&l yang mempunyai arti melepaskan. Secara
bahasa, talak merupakan melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan
batin. Sedangkan menurut istilah, talak merupakan melepaskan ikatan
perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafadz “talak”.?

Talak menurut istilah syara’® yaitu melepaskan tali perkawinan dan

mengakhiri tali pernikahan suami isteri.” Menurut Sayyid Sabiq, talak

1Zakiah Daradjat, /lmu Figh Jilid 2, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995, 172.

2Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Figh Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), 198.

3Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, (Perspektif Figh
Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya), (Bandung: CV Pustaka
Bandung, 2008), 52.

17
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merupakan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan
selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.* Talak menurut
Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali merupakan pelepasan ikatan
perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang
akan datang. Makna secara langsung adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan
hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan suami.
Sedangkan yang dimaksud di masa yang akan datang adalah berlakunya
hukum talak tersebut tertunda oleh sesuatu hal.’

Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak merupakan sebuah ikrar
suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab
putusnya prkawinan dengan cara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal
129, 130, dan 131.6

Sekalipun Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa talak
merupakan sebuah perbuatan yang halal akan tetapi talak merupakan hal
yang dibenci jika talak tersebut terjadi tidak disebabkan karena terdapat
suatu alasan yang benar. Hal ini disebabkan karena talak merusak
perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh

agama. Talak merupakan jalan darurat terakhir yang dapat ditempuh dalam

“Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, 53.

SDewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Talak Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru An Hoeve,
Cet. 3, Jilid 5, 1994), 53.

®Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan), (Bandung:
CV Nuansa Aulia, 2008), 37.
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sebuah hubungan perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan walaupun hal

ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.’

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, perceraian dapat terjadi

disebabkan karena:

1.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain
sebagainya yang susah disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena
hal lain diluar kemampuan.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Suami melanggar taklik talak.

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga.?

M. Fauzan Zahuri, Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Bandung: CV Pustaka Setia,
2013), 239.
8Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 36.
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Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama’ tentang waktu
terjadinya perceraian dan terfasakhnya akad perkawinan. Menurut Ulama
Syafiiyah, putusnya sebuah perkawinan disebabkan karena suami-istri atau
salah satu seorang dari keduanya murtad. Menurut Ulama’ Hanafiyah, jika
suaminya murtad maka perkawinannya harus dibubarkan. Hal ini disebakan
karena orang kafir tidak halal menguasai orang Islam, baik dalam satu hal
maupun beberapa hal dan mereka harus berpisah saat itu juga. Sedangkan
menurut Ulama Malikiyah, suami yang murtad menyebabkan perkawinannya
fasakh dan ia harus berpisah dengan istrinya.’

Ulama’ Hanabilah mengatakan bahwa jika salah seorang suami atau
istri murtad maka perceraiannya harus disegerakan demi menjaga tauhid
salah satunya, terlebih jika yang murtad adalah suami (yang lebih kuat
mengajak istrinya untuk menjadi murtad juga).'®

2. Dalil-dalil Tentang Perceraian
Dalil-dalil yang berhubungan dengan perceraian, diantaranya yaitu:

1. Ayat Alquran

V3 o sy B A 00 3l cis iy b Rl 1T CALS SLAN AL 1y
Wa\a/za,/",”,/,z,l.,’ C;;ff‘“ @8 A 2
alll cule 13385 V5 40 alla 308 S Jady (yag | X330 1)) jua (48 Sl
fy e 225115 (ol (0 ile 00 Loy il al o 1558015 15 5

P td

sle o5 08 alll 4 Tsale 5 2l 1,805
Didalam surat Al- Baqarah ayat 231

°Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, 146.
O1bid. 158.
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Artinya: "Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati
akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau
ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki
mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian
kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya
sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan
ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran
padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah
serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu’.
(Q.S. Al-Bagarah: 231)!!
2. Hadist Rasulullah SAW
350 Vsl ol g ) @l alll I IOl Gkl alu 5 adde alll Jua all) Jgu, J
(Al ) s gl a5 caSlall daaia g caale ol 5
Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan
halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”. (H.R.

Abi Dawud, dan Al-Hakim, Hadist ini disahihkan oleh Al-Hakim)!'?

3. Hak Perceraian (Hak Talak)
Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami
dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih
mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada

wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan

yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, him 37.
12Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, him59.
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yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil,

kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada isteri. Di

samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang/hak talak

pada suami, diantaranya yaitu:

1. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari
pihak isteri waktu dilaksanakan akad nikah.

2. Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan
dianjurkan membayar uang mu“tah (pemberian sukarela dari suami
kepada isterinya) setelah suami mentalak isterinya.

3. Suami wajib memberi nafkah isterinya pada masa iddah apabila ia
mentalaknya.

4. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditujukan

pada suami.

4. Syarat-syarat Terjadinya Perceraian (Jatuhnya Talak)

Seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang
tidak diperbolehkan/dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-
syarat tertentu, diantaranya yaitu:

1. Syarat-syarat seorang suami
Terdapat beberapa syarat seorang suami dinyatakan sah menjatuhkan
talak, diantaranya yaitu:
a. Berakal sehat

b. Telah baligh
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c. Tidak karena paksaan

Para ahli Figh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan
talak ialah telah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri bukan karena
terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak
suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang
terganggu. Misalnya: orang yang sedang mabuk atau orang yang sedang

marah tidak boleh menjatuhkan talak.

Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan para ahli Figh
berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk
itu dalam bertindak adalah di luar kesadaran. Sedangkan orang yang
marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Yang
dimaksud marah di sini ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa

yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya.

Syarat-syarat seorang isteri
Terdapat beberapa syarat seorang istri dinyatakan sah ditalak oleh
suaminya, diantaranya yaitu:
a. Antara laki-laki dan perempuan tersebut terikat perkawinan
yang sah.
b. Perempuan tersebut sedang dalam iddah dari talak raj“i atau
talak bain sughra, karena hubungan perkawinan itu masih ada

sebelum iddahnya habis.
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c. Jika perempuan masih dalam iddah dari perceraian yang
diputuskan karena suami masuk Islam, atau karena sebab ‘ila.
Dua macam perceraian itu dianggap talak menurut madzhab
Hanafi.

d. Jika seorang perempuan dalam iddah, kecuali iddah sesudah
fasakh karena si isteri murtad.'?

e. Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh

suaminya dalam waktu suci tersebut.

Hukum Perceraian
Dengan memperhatikan kemaslahatan atau kemudaharatannya, berikut ini
merupakan hukum-hukum dari perceraian:'*
1. Wajib
Perceraian hukumnya wajib jika di dalam sebuah hubungan
perkawinan terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan
yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakam yang
mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakam tersebut
memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah
talak menjadi wajib.

2. Sunnah

13Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2014, 261-262.
14 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 199.
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Perceraian hukumnya sunnah jika talak yang dilakukan disebabkan
karena istri mengabaikan hak-hak Allah Ta’ala yang telah diwajibkan
kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya. Sedangkan
suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya. Atau isterinya sudah
tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

3. Mubah

Perceraian hukumnya mubah atau boleh jika talak yang dilakukan
disebabkan karena ada kebutuhan, misalnya karena buruknya akhlak isteri
dan kurang baiknya pergaulan yang hanya mendatangkan mudharat dan
menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

4. Haram

Perceraian hukumnya haram jika talak dilakukan ketika isteri
sedang dalam keadaan haid (para ulama Mesir telah sepakat untuk
mengharamkannya). Talak ini disebut juga dengan talak bid’ah. Disebut
bid’ah karena suami yang menceraikan telah menyalahi sunnah Rasul dan
mengabaikan perintah Allah dan RasulNya. Hal ini sesuai dengan firman
Allah, yaitu:

Artinya: “Wahai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (yang wajar)”. (Q.S. At Thalaaq: 1)"°

5. Makruh

15 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 558.
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Perceraian hukumnya makruh jika talak dilakukan tanpa adanya
tuntutan dan kebutuhan. Terdapat dua pendapat menurut sebagian ulama
yang mengatakan tentang talak yang makruh, diantaranya vyaitu:'®
Pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan jika dapat menimbulkan
mudharat bagi dirinya maupun isterinya, serta tidak mendatangkan
manfaat apapun. Talak seperti ini hukumnya haram sama seperti tindakan
merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. Kedua,
menyatakan bahwa talak dibolehkan. Bahwa talak adalah suatu perbuatan
yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Talak dibenci oleh Allah
SWT karena talak dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan

kebaikan yang disunnahkan.

1. Macam-macam Perceraian

Terdapat beberapa macam talak dilihat dari dibolehkannya sang

suami untuk kembali kepada isterinya, diantaranya yaitu:!’

a. Talak raj’iy
Talak raj’iy merupakan talak yang sang suami diberi hak untuk
kembali kepada isterinya selama isterinya itu masih dalam masa iddah
tanpa melalui nikah baru. Talak raj’iy adalah talak satu atau talak dua
tanpa didahului tebusan dari pihak isteri. Dibolehkannya ruju’ dalam

talak satu atau dua dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

16 M. Fauzan Zahuri, Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial, 244.
17 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 220.
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Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik’.
(Q.S.Al-Bagarah: 229)!8
b. Talak bain

Talak bain merupakan talak yang putus secara penuh dalam arti tidak
memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah
baru. Talak bain merupakan istilah yang tepat yang bisa diartikan sebagai
putusnya hubungan perkawinan. Talak bain dibagi menjadi dua macam,
diantaranya yaitu:

a. Bain Sugra, ialah talak yang suami tidak boleh ruju’ kepada mantan
isterinya akan tetapi ia dapat kawin lagi dengan akad baru. Yang
termasuk bain sughra ini yaitu: pertama, talak yang dilakukan
sebelum isteri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak
memerlukan iddah, maka tidak ada kesempatan untuk ruju’, sebab
ruju’ hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai firman Allah,
yaitu:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib
atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.

(Q.S Al-Ahzab: 49)!°

18y ayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 36.
Bibid., 421.
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Kedua, talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri
atau disebut khulu’, hal ini dipahami dari isyarat dalam firman Allah,
yaitu:

Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus
dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu
melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah
mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S. Al-Bagarah : 229)%°
Ketiga, talak melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut
fasakh.

Bain Kubra, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami ruju’,
kepada mantan isterinya, dia hanya boleh kembali kepada isterinya
apabila isterinya telah kawin lagi dengan laki-laki lain dan bercerai
pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnya. Hal ini tersirat di
dalam firman Allah SWT yaitu:

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang
kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin
dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami

pertama dan isteri) untuk kawin kembali”. (Q.S. Al-Bagarah: 230)?!

2Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 36.

2Ibid., 36.



29

Sedangkan dilihat dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang dipergunakan

sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:??

1. Talak Sarih

Talak Sarih merupakan talak dengan mempergunakan kata-kata
yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai
seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi’i
mengatakan bahwa terdapat tiga kata yang dipergunakan untuk talak
sharih, diantaranya yaitu talak, firaq, dan sarah. Ketiga kata tersebut telah
disebutkan dalam Alquran dan hadits.

Al-Zhahiriyah menyatakan bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan
mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut. Hal ini disebakan
karena syara’ telah mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh
syara’. Beberapa contoh talak sharih, diantaranya yaitu suami berkata
kepada isterinya, “Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya cerai
sekarang juga”; “Engkau saya firaq sekarang juga, engkau saya pisahkan
sekarang juga”; atau “Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas
sekarang juga”. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya
dengan talak yang sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan
sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan
atas kemauan sendiri.

2. Talak Kinayah

22Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), 194.
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Talak kinayah merupakan talak dengan mempergunakan kata-kata
sindiran atau samar-samar seperti suami berkata kepada isterinya
“Janganlah engkau mendekati aku lagi”’; “Keluarlah engkau dari rumah ini
sekarang juga”; “Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga. Susullah
keluargamu sekarang juga”; “Pulanglah ke rumah orang tuamu juga
sekarang”. Talak dengan kata-kata tersebut bisa menjadi jatuh talak jika
sang suami mengatakan hal tersebut dengan niat memang menceraikan
isterinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Taqiyudin al-Husaini bahwa
yang menjadi indikator jatuhnya talak adalah niatnya.?* Sebaliknya, jika

tanpa adanya niat maka tidak akan jatuk talak tersebut.

2. Perceraian Menurut Undang-undang
Menurut hukum positif, perceraian terdiri dari dua macam,

diantaranya yaitu:

a. Cerai Talak
Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
dalam pasal 66, cerai talak adalah seorang suami yang beragama Islam
yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada
pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.?*

b. Cerai Gugat
Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dalam Pasal 73, cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh

ZRahman Ghazaly, Figh Munakahat, him 196.
24Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 66.
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istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat keadilan penggugat, kecuali jika penggugat dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.?’

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan
Pasal 19, terdapat enam alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan
perceraian, diantaranya yaitu:

1. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit yang
menyebabkan suami/ istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

2. Salah satu pihak melakukan perzinaan atau pemabuk, pemadat, penjudi,
dan sebagainya yang susah untuk disembuhkan

3. Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, atau
pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam
menjalankan rumah tangga.

4. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain
di luar kemampuannya.

5. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

6. Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan atau yang
disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang

membahayakan pihak lain.

ZLihat Undang-undang No.7 TAHUN 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73.
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Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan hal yang sam tentang
perceraian akan tetapi terdapat dua poin tambahan dalam
penyempurnaannya yaitu jika suami melanggar taklik talak yang sudah
disepakati sebelum menikah dan salah satu pihak berpindah dari agama
Islam (murtad) yang menyebabkan tidak ada kerukunan dalam rumah
tangga.?¢

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang

Perkawinan menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan setelah terjadinya

perceraian, diantaranya yaitu:

1.

Mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak yang harus
dilaksanakan oleh kedua orang tua. Jika terjadi perselisihan maka
pengadilan lah yang berhak memutuskan.

Semua biaya pemeliharaan dan pendidikan dibebankan kepada bapak
(suami). Jika pada kenyataannya bapak tidak dapat menanggung maka
pengadilan memutuskan ibu (istri) juga ikut serta menanggung biaya
tersebut.

Suami wajib memberi biaya untuk istri yang sudah diceraikannya / yang

menceraikannya.?’

Penyandang Cacat (Disabilitas)

1.

Pengertian Cacat

2K ompilasi Hukum Islam, Cet. 4, Pasal 116, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), him 35.
2Lihat Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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Dalam Konvensi International Hak-Hak Penyandang Cacat dan
Protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember
2006) penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh
dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau
kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat
bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya. Secara
yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 4

Tahun 1997 sebagai berikut:

Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk
melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

a. Penyandang cacat fisik;
b. Penyandang cacat mental ;
c. Penyandang cacat fisik dan mental

Pengertian ini sama dengan pengertian penyandang cacat/disabilitas
yang dimuat dalam PP No 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Dalam Undang-undang No 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas
merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan
dan perlindungan lebih berkenaan dengan kehususannya.

Dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
ditegaskan bahwa penyandangcacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian
dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara
kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Menurut Pasal 1 angka 5
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman

Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan,
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yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang
mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk
melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.

Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities
(Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah disahkan
dengan UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The
Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak
Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas termasuk mereka yang
memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka
waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini
dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat
berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Konvensi ini tidak memberikan batasan tentang penyandang cacat.
Dalam konvensi ini penyandang cacat disebut sebagai penyandang
disabilitas. = Berdasar = pengertian-pengertian  tersebut, penyandang
cacat/disabilitas diakui sebagai bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak
terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya.

Penyandang cacat/disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban
dan peran yang sama sebagai warga negara Indonesia. Penyandang
cacat/disabilitas merupakan asset negara bidang Sumber Daya Manusia
(SDM) yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia

lainnya. Potensi yang dimiliki penyandang cacat/disabilitas dapat
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dikembangkan sesuai dengan talenta yang dibawa sejak lahir. Namun karena

kecacatan yang disandangnya penyandang cacat/disabilitas mengalami

hambatan fisik, mental dan sosial, untuk mengembangkan dirinya secara
maksimal. Menurut WHO (1980), pengertian penyandang cacat dibagi
menjadi 3 hal yaitu:

a. impairment yang merupakan suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik
psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomi.

b. disability diartikan sebagai suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu
aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang
disebabkan oleh kondisi impairment.

c. handycap diartikan kesulitan/kesukaran dalam kehidupan pribadi,keluarga
dan masyarakat baik dibidang sosial ekonomi maupun psikologi yang
dialami oleh seseorang yang disebabkan ketidaknormalan tersebut.?®
Berikut adalah tabel katagori penyandang cacat/disabilitas dan dasar

penggolongannya menurut (Etty Papuyungan, 2006:14)

Tabel 1. Kategori Penyandang Cacat/Disabilitas dan Dasar Penggolongan

No | Nama Ahli/Sumber | Dasar Kategori | Katagori Penyandang Cacat/Disabilitas

WHO Pendekatan a. Impairment

medis atau b. Disability

dokter c¢. Handicap
Peter Coleredge Pendekatan a. Impairment

sosial b. Disability/handicap
UU No. 4 tahun Pendekatan a. Penyandang cacat fisik
1997 sosial b. Penyandang cacat mental

c. Penyandang cacat ganda

ZMarjuki, 2010, Penyandang CacatBerdasarkan Klasifikasilnternational Classification of Functioning for
Disability and Health (ICF)
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Manual RBM

Pendekatan
medis, sosial,
pendidikan dan
keterampilan

a. Gangguan kejang

b. Gangguan belajar

c. Gangguan wicara

d. Gangguan pendengaran
e. Gangguan penglihatan

f. Gangguan gerak

g. Gangguan perkembangan
h. Gangguan tingkah laku

i. Gangguan lain-lain

Sumber : Diolah dari Coloredge (1997), Nomor 4 tahun 1977 dan Manual RBM (1998)

Menurut Pasal 1 angka 1 Perda DIY No 4 Tahun 2012

tentang

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang dimaksud

dengan penyandang disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang

yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi

organ fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau

permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial. Pengertian

penyandang disabilitas dalam Perda DIY No 4 Tahun 2012 ini sama seperti yang

dimaksud dalam UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The

Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang

Disabilitas).

2. Klasifikasi Penyandang Cacat (Disabilitas)

Pasal 1 ayat (1) UU No 4 Tahun 1997 mengatur bahwa penyandang

cacat adalah orang yang berkelainan fisik dan/atau mental. Secara khusus

pasal ini menegaskan bahwa kelainan tersebut dapat diklasifikasi menjadi 3

golongan yaitu: cacat fisik, cacat mental serta cacat fisik dan mental.

Adapun penjelasan tiap golongan menurut ketentuan Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
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Cacat fisik

Cacat fisik adalah kelainan fisik, yang dapat mengganggu atau merupakan

rintangan dan hambatan bagi penyandangnya untuk melakukan kegiatan

secara selayaknya. Jenis-jenis cacat fisik meliputi:

a.

Cacat tubuh yaitu:

Cacat yang terjadi karena anggota tubuh tidak lengkap.
Ketidaklengkapan ini merupakan bawaan dari lahir, kecelakaan,
maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas
yang bersangkutan, misalnya: amputasi tangan, paraplegia, kecacatan
tulang, cerebral palsu.

Cacat rungu wicara yaitu:

Kecacatan sebagai akibat hilangnya atau terganggunya fungsi
pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran,
kecelakaan maupun penyakit. Jenis kecacatan ini terdiri dari:

1) cacat rungu dan wicara

2) cacat rungu

3) cacat wicara

Cacat netra yaitu:

Cacat yang dialami seseorang sehingga terhambat mobilitas gerak
yang disebabkan oleh hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan
sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit. Kecacatan

ini yang terdiri dari:
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1) Buta total artinya seseorang tidak dapat melihat sama sekali
obyek didepannya. Jadi fungsi penglihatannya telah hilang.

2) Persepsi cahaya artinya seseorang mampu membedakan adanya
cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau
benda apa yang ada didepannya.

3) Memiliki sisa penglihatan atau sering disebut /ow vision. Artinya
seseorang dapat melihat samar-samar benda yang ada didepannya
dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam
jarak 1 meter.

2. Cacat Mental
a. Cacat mental retardasi adalah kecacatan karena seseorang yang
perkembangan mentalnya (/Q) tidak sejalan dengan pertumbuhan usia
biologisnya.
b. Eks psikotik adalah kecacatan seseorang yang pernah mengalami
gangguan jiwa.
3. Cacat Fisik dan Mental
Cacat ini juga disebut cacat ganda. Artinya seseorang memiliki
kelainan pada fisik dan mentalnya.?’
Berdasar pengertian penyandang cacat/disabilitas yang dikemukakan oleh
WHO, dapat diklasifikasikan cacat/disabilitas sebagai gangguan penglihatan,

pendengaran, bicara, penggunaan lengan dan jari tangan, penggunaan kaki,

29Marjuki, 2010, Penyandang CacatBerdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for
Disability and Health (ICF)

ht tp://www.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-
Functioning-for-Disability-and-

Health-1CF, diakses pada tanggal 19Agustus 2018,pukul 21.20 WIB.
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kelainan bentuk tubuh, mental retardasi, serta eks penyakit jiwa atau eks
psikotik. Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:
1. Gangguan penglihatan
Gangguan ini terdiri dari tiga macam, diantaranya yaitu:

a. Low vision atau penglihatan sisa adalah seseorang yang mengalami
kesulitan/gangguan penglihatan dari jarak minimal 30 cm meskipun
telah mendapatkan penerangan cukup. Penderita /ow vision tidak
dapat melihat dengan jelas suatu obyek baik bentuk, ukuran, dan
warna. Apabila penderita memakai kacamata maka yang dikeluhkan
adalah kesulitan melihat ketika tanpa kacamata. Tidak termasuk
dalam golongan /ow vision adalah orang yang menggunakan kacamata
plus, minus ataupun silinder.

b. Light perception atau persepsi cahaya yaitu seseorang hanya dapat
membedakan terang dan gelap namun tidak dapat melihat benda yang
ada di depannya.

c. Totally blind atau disebut juga buta total yaitu seseorang tidak
memiliki kemampuan untuk mengetahui atau membedakan sinar kuat
yang ada langsung di depan matanya.

2. Gangguan pendengaran
Seorang dikatakan mengalami kesulitan atau gangguan pendengaran
apabila tidak dapat mendengar suara dengan jelas seperti membedakan
sumber, volume dan kualitas suara secara keras. Seseorang yang tidak

atau kurang memiliki kemampuan mendengar memerlukan alat bantu



40

dengar dan/atau bahasa isyarat untuk membantu berkomunikasi dengan
orang lain.
. Gangguan bicara

Kecacatan ini terjadi karena adanya gangguan pada fungsi organ
tubuh dalam memproduksi suara, termasuk gangguan dalam kualitas
suara. Seseorang dikatakan mengalami kesulitan atau gangguan bicara
apabila dalam berbicara saling berhadapan langsung dengan orang lain
meskipun tanpa dihalangi sesuatu hal tetapi tidak dapat berbicara sama
sekali atau pembicaraannya tidak dapat dimengerti. Dalam kondisi seperti
ini orang tersebut memerlukan bahasa isyarat dalam berkomunikasi
dengan orang lain. Di kalangan masyarakat kecacatan seperti ini lazim
disebut bisu.
. Gangguan penggunaan lengan dan jari tangan

Gangguan ini dapat terjadi apabila seseorang mengalami kelainan
melakukan koordinasi lengan dan tangan untuk menggerakkan benda atau
lainnya akibat tidak berfungsinya dan/atau tidak dimiliknya satu atau
kedua pergelangan tangan, satu atau kedua tangan, atau hanya kehilangan
jari-jari tangan, misalnya memutar Aandle pintu atau melemparkan
dan/atau menangkap suatu benda.
. Gangguan penggunaan kaki
Gangguan ini merupakan kelainan seseorang berjalan di

permukaan langkah demi langkah dengan satu kaki selalu berada di tanah
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misalnya: berjalan, maju, mundur, kesamping. Termasuk di dalamnya

adalah tidak memiliki jari, kaki maupun pergelangan kaki.

. Gangguan kelainan bentuk tubuh

Kelainan bentuk merupakan suatu gangguan akibat kelainan pada
tulang, otot atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada
anggota gerak dan tubuh, tidak ada atau tidak lengkapnya anggota gerak
atas dan anggota gerak bawah sehingga menimbulkan gangguan gerak.

. Gangguan mental retardasi

Gangguan mental retardasi merupakan kelainan yang biasanya
terjadi sejak kecil, misalnya anak:

a. Terhambat perkembangan kepandaiannya dalam kegiatan fisik seperti
duduk, berdiri, jalan, bicara, berpakaian, makan.

b. Tidak dapat mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum yang
dilakukan orang lain seusianya.

c. Tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain.

d. Kematangan sosialnya tidak selaras dengan usia.

e. Memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal sehingga tidak dapat
mengikuti sekolah biasa. Wajah penderita biasanya terlihat seperti
dungu. Termasuk dalam gangguan mental ini adalah hilangnya atau
mundurnya kemampuan intelektual yang sedemikian berat sehingga:
1) menghalangi fungsi sosial atau pekerjaan, 2) terdapat gangguan

pada daya ingat, daya abstrak, daya nilai, kemampuan berbicara,



42

mengenal benda walaupun inderanya baik, melakukan aktivitas yang
agak kompleks, daya tiru dan diikuti dengan perubahan kepribadian.
Gangguan mental retardasi dapat juga terjadi pada kalangan usia
tua baik setelah terkena penyakit, misalnya pasca terkena serangan stroke
ataupun tanpa sebab yang jelas. Adapun contoh gangguan mental ini
debil, imbisil, idiot, dan down syndrome.
8. Gangguan eks penyakit jiwa atau ekspsikotik
Gangguan ini dialami oleh seseorang yang pernah mengalami
gangguan jiwa dan telah dinyatakan sembuh secara medis, namun masih
memerlukan pemulihan fungsi sosialnya.’ Adapun tentang jenis-jenis
penyandang disabilitas dalam Perda No 4 Tahun 2012 diatur pada Pasal 3.
Penggolongan jenis-jenis penyandang disabilitas dalam Perda No 4 Tahun
2012 adalah sebagai berikut:
a. Gangguan penglihatan
b. Gangguan pendengaran
c. Gangguan bicara
d. Gangguan motorik dan mobilitas
e. Cerebral palsy
f. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif
g. Autis
h. Epilepsi

i. Tourette’s syndrome

30Marjuki, 2010, Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasilnternational Classification of Functioning for
Disability and Health (ICF)
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j.  Gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku

k. Retardasi mental

3. Derajat Kecacatan

Di dalam Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
dikatakan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan
untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1997 dan Pasal 1 angka 2 PP No
43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Cacat yang dimaksud dengan derajat kecacatan adalah berat
ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.

Dalam Pasal 2 PP No 43 Tahun 1998 diatur bahwa penentuan jenis
dan tingkat kecacatan yang disandang oleh seseorang ditetapkan oleh Menteri
yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Lebih lanjut Pasal 6 Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999
tentang Rehabilitasi Medik, dinyatakan bahwa penyandang cacat dapat
dibedakan dalam jenis dan derajat kecacatan yang meliputi cacat fisik, cacat
mental dan cacat fisik dan mental.

Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal,
rupa, visceral dan generalisata. Cacat mental meliputi cacat intelektual dan
psikologi lainnya. Cacat fisik dan mental mencakup kecacatan baik yang

dimaksud dalam kriteria cacat fisik dan cacat mental.
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Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

104/ MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik mengatur bahwa derajat

kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam

melaksanakan kegiatan sehari-hari yang dapat dikelompokan menjadi beberapa

derajat, diantaranya yaitu:

1.

Derajat cacat 1: mampu melaksanakan aktifitas atau mempertahankan
sikap dengan kesulitan.
Derajat cacat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan

sikap dengan bantuan alat bantu.

. Derajat cacat 3: dalam melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan

bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.

Derajat cacat 4: dalam melaksanakan aktifitas tergantung penuh terhadap
pengawasan orang lain.

Derajat cacat 5: tidak mampu melakukan aktifitas tanpa bantuan penuh
orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.

Derajat cacat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari
meskipun dibantu penuh orang lain.

Berdasar ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang

cacat/disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik

dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan

hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, dapat dibedakan

dalam jenis dan derajat kecacatan yang meliputi cacat fisik, cacat mental dan

cacat fisik dan mental.
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Hak-hak penyandang cacat/disabilitas dalam Deklarasi diatur dalam Pasal

3 sampai 13. Hak-hak tersebut diantaranya yaitu:

1.

2.

10.

11.

Hak yang melekat untuk menghormati martabat manusia

Hak sipil dan politik

Hak atas kemandirian

Hak atas pelayanan jasa

Hak atas jaminan ekonomi

Hak atas pertimbangankebutuhannya yang khusus

Hak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial, kreatif, atau rekreasi
Hak atas perlindungan terhadap perlakuan eksploitatif atau merendahkan
martabat

Hak atas bantuan hukum

Hak atas konsultasi

Hak atas informasi hak-haknya dalam Deklarasi

Hak penyandang cacat/disabilitas yang diatur dalam Konvensi Mengenai

Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah disahkan dengan UU No 11 Tahun

2009, diantaranya yaitu:

l.

2.

Hak atas aksesibilitas

Hak untuk hidup

. Hak memperoleh jaminan perlindungan dan keselamatan penyandang

disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat
kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam

Hak atas kesetaraan pengakuan di hadapan hukum



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Hak atas akses terhadap keadilan

Hak atas kebebasan dan keamanan

Hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain
yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia

Hak atas kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan

Hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya
atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya

Hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan

Hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

Hak atas mobilitas pribadi

Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat serta akses terhadap
informasi

Hak memperoleh penghormatan terhadap keleluasaan pribadi

Hak memperoleh penghormatan terhadap rumah dan keluarga

Hak atas pendidikan, kesehatan, habilitasi dan rehabilitasi

Hak atas pekerjaan dan lapanga kerja

Hak untuk mendapatkan standar kehidupan dan perlindungan sosial yang
layak bagi mereka sendiri dan keluarganya

Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan public

Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, rekreasi, hiburan dan
olah raga

Hak untuk memperoleh jaminan hak asasi manusia dan kebebasan

fundamental untuk penyandang disabilitas perempuan dan anak-anak.
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Menurut Pasal 5 UU No 4 Tahun 1997 dikatakan bahwa setiap

penyandang cacat/disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam

segala aspek kehidupan dan penghidupan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 UU No 4

Tahun 1997 ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak

memperoleh hak-haknya, diantaranya yaitu:

1.

2.

Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat

kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya

. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati

hasil-hasilnya

Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya

. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampu-an, dan
kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam
lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pemenuhan hak-hak atas penyandang cacat/disabilitas tersebut menjadi

kewajiban pemerintah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada

masyarakat untuk turut berperan serta. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 8

UU No 4 Tahun 1997. Hak penyandang disabilitas dalam Perda DIY No 4

Tahun 2012 diatur dalam Pasal 3 huruf b meliputi hak dalam bidang

pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga,

politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Pemenuhan hak tersebut menjadi kewajiban setiap SKPD yang mempunyai
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tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik dan dilaksanakan berdasar
penilaian  kebutuhan penyandang disabilitas. Kebutuhan tersebut
dikatagorikan menjadi kebutuhan dalam katagori berat, sedang, dan ringan.
Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 4 Perda DIY No. 4 Tahun 2012.
Perceraian Bagi Penyandang Cacat Menurut Imam Syafi’i
Dalam perceraian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya
yaitu cacat dalam pendapat imam Syafi’i beliau mengklasifikan sebagaimana
berikut:
1. Sebab Gila

Yaitu sebuah penyakit yang menyerang otak, sehingga menghilangkan
akal sehat manusia. Dalam perkara ini tidak disyaratkan harus benar-benar
terjangkit gila, akan tetapi cukup dengan terjadinya penyakit tersebut,
karena penyakit gila ini terkadang bisa sampai pada tindak pidana pada
pasangan.’!

Cacat berupa gila berimplikasi pada penetapan hak masing-masing dari
keduanya untuk memilih pembatalan nikah, baik terjadi setelah akad dan
interaksi fisik, maupun ada sebelum akad, tanpa membedakan antara laki-
laki dan perempuan.

Yang dimaksud dengan gila adalah mencakup hilangnya perasaan hati,
kesurupan, hilangnya ingatan, dan tidak sadarkan diri yang tidak dapat
diharapkan kesembuhannya. Jika salah satu dari suami istri mengalami gila,

maka pasangannya berhak untuk meminta pembatalan nikah. Tetapi jika

31 Asy-Syafi’i, Ringkasan Kitab Al-Umm, terj. Imron Rosyadi dan Amiruddin, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2013), 533-534.
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suami istri sama-sama mengalami gila, maka keduanya tidak diberi
wewenang untuk memilih namun hak keduanya beralih kepada wali masing-
masing dari keduanya®? kalau istri itu mengajak untuk kawin dengan orang
gila pada mulanya, maka bagi wali wanita melarang wanita tersebut dari
orang gila itu. Sebagaimana bagi wali melarang wanita dari yang tidak
sekufu®

2. Tersubatnya Lubang Vagina Oleh Daging (al-ritqu)

Al-ritqu adalah benjolan danging yang menyebabkan tersumbatnya lubang
vagina sehingga menghalangi hubungan suami istri.>* Jika wanita itu tumbuh
daging pada vaginanya, kemudian suami itu menyetubuhinya dengan suatu
keadaan, maka tidak khiyar bagi suami. Kemudian apabila wanita itu
mengobati dirinya sehingga wanita itu dapat disetubuhi, maka tidak khiyar
bagi suami. Kalau wanita itu tidak mengobati dirinya, maka bagi suami boleh
berkhiyar apabila ia tidak sampai kepada persetubuhan dengan suatu keadaan
apapun. Kalau suami itu meminta mengoreknya dengan besi atau dengan
yang menyerupainya dan suami itu memaksakan istri atas yang demikian
maka Imam Syafii tidak membolehkan bagi suami untuk berbuat yang
demikian. Dan Imam Syafi“i menetapkan bagi suami itu boleh berkhiyar. Dan

kalau istri itu memperbuatnya sendiri, lalu kemudian suami dapat

32 Abdurrahman Al-Jauzi, Fikih Empat Madzhab, terj. Faishal Saleh, Juz V, Cet. I, (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2015), 379-380

3 Asy-Syafi’i, Al-Umm, 374.

3 Muhammad Zuhaily, Figih Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi’i,( Surabaya: CV
Imtiyaz, 2013) 213.
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menyetubuhinya, sebelum Imam Syafi“i membolehkan bagi suami itu khiyar.
Niscaya Imam Syafi“i tidak membolehkan lagi bagi suami itu khiyar.*®
3. Cacat karena Tersumbatnya Lubang Vagina Oleh Tulang (al-garan)

Al-garan adalah tulang yang berada dalam vagina yang menyebabkan
tersumbatnya lubang vagina (yang mirip tanduk domba).®® Tulang yang
berada pada lingkaran faraj itu dikarenakan tidak menyampaikan kepada
persetubuhannya dengan keadaan apapun. Dan ini menghalangi bersetubuh,
yang persetubuhan itu yang menjadi umumnya orang mengawini wanita.>’

Kemudian apabila cacat telah hilang, misalnya melalui proses operasi bagi
penderita al-garan (tersumbatnya lubang vagina oleh tulang) atau penderita
al-ritq (tersumbatnya lubang vagina oleh daging) dengan persetujuan suami,
dan hilangnya cacat itu sebelum terjadinya fasakh, maka pada cacat itu
sembuh, suami tidak berhak memfasakh perkawinan, sebab tidak ada
ketetapan untuk fasakh. Demikian pula jika penderita gila (junuun), sopak
(barash), kusra/lepra (judzaam) telah sembuh melalui terapi pengobatan,
maka hak untuk memfasakh bisa gugur, karena sebab (illat) yang

melatarbelakangi hukum fasakh telah hilang.®

3% Asy-Syafi’i, Al-Umm, 370

36 Muhammad Zuhaily, Figih Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi’i, 213.

37 Al-Imam Asy-Syafi’i, Al-Umm, 368.

38 Muhammad Zuhaily, Figih Munakahat dalam Perspektif Madzhab Syafi’i, 218-219.



BAB III

BIOGRAFI WAHBAH Al-ZUHAYLI, KARYA-KARYA, DAN
LANDASAN HUKUM ISLAM TENTANG PERCERAIAN BAGI

PENYANDANG CACAT

Biografi Wahbah Al-Zuhayl1
1. Latar Belakang Kehidupan Wahbah Al-Zuhaylt
Wahbah Al-Zuhayli lahir di Dair ‘Athiyyah. Daerah ini terletak di
kawasan Al-Qalmun dan termasuk dalam wilayah An-Nabak di provinsi
Damaskus. Daerah ini terletak 89 km dari ibukota Damaskus menuju arah
Himsh. Daerah ini berasal dari perkampungan yang telah eksis sejak
dahulu dengan penghasilan dari pertanian dan menggembala. Daerah ini
juga terkenal dengan sajadah yang dihasilkan dari kerajinan tangan (hand
made). Penduduknya terkenal dengan kegigihan dan mencintai ilmu.
Meskipun Dair ‘Athiyah merupakan daerah terbesar kedua di Al-Qamun,
baik darisegi jumlah penduduk, luas wilayah maupun populaitas tetapi
daerah ini relatif kecil dan tidak terkenal sehingga tidak ada seorang
sejarawan pun yang mencatat kawasan tersebut dalam karya mereka.!
Wahbah  Al-Zuhayli dilahirkan pada tahun 1932 M.

Namalengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhayli, anak dari

!Ikatan Alumni Syam Indonesia, ‘Allamah Asy-Syam Syekh Wahbah Al-Zuhaili (Depok, Al-
Hikam Press, 2017), 15.
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Mushthafa az-Zuhayli. Yakni seorang petani yang sederhana dan terkenal
dalam keshalihannya.> Musthafa az-Zuhayli adalah seorang yang hafal Al-
Qur’an dan banyak mengkaji isi kandungannya dan juga terkenal sebagai
seorang yang berpegang teguh dalam menjalankan sunah Nabi
Muhammad Saw. Ia juga dikenal sebagai sosok yang rajin berpuasa dan
beribadah serta memiliki visi jauh ke depan yang tercermin dari
keberhasilannya dalam mendidik anak-anaknya. Ia senantiasa mengikuti
perkembangan anak-anaknya terkhususnya dalam bidang pendidikan
keislaman dan lebih khusus lagi pada bidang fikih. Selain itu, doa dan
dukungan ayah yang memiliki hubungan sangat dekat dengan para ulama
besar di Suriah pada masa itu, seperti Syekh Al-Ashshab sehingga ia
sangat mengidam-idamkan agar kelak anaknya dapat mengikuti jejak
mereka. Namun, sang ayah wafat pada sore hari Jumat 13 Jumadil Ula
1395 H.23 Maret 1975 M. Adapun sang ibu bernama Hj. Fatimah binti
Mushthafa Sa’adah yang juga dikenal sebagai sosok yang berpegang
teguh pada ajaran agama. la wafat pada Jumadil tsaniyah 1404 H/13
Maret 1984 M. Dalam keluarga yang mulia inilah Wahbah Zuhaili
tumbuh dan berkembang sebagaimana lazimnya sebuah keluarga muslim,
sejak dini ia telah diajari membaca dan menghafal Al-Qur’an sehingga ia

menguasainya dalam waktu yang relatif singkat .

2Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir al-Qur'an (Yogyakarta, Pustaka Insan Madani, 2008),

174.

3Ikatan Alumni Syam Indonesia, Alamah Al-Syam..,15.
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Wahbah Al-Zuhayli adalah tokoh di dunia pengetahuan, selain
terkenal di bidang tafsir ia juga seorang ahli fikih. Hampir dariseluruh
waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan
keilmuan. Ia adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan
tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid
Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-
Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.*

Kepribadian Wahbah Al-Zuhayli sangat terpuji di kalangan
masyarakat Suriah baik dalam amal ibadahnya maupun ketawadhu’annya.
Meskipun ia bermadzhab Hanafi namun dalam pengembangan dakwahnya
ia tidak mengedepankan madzhab yang dianutnya, ia bersikap netral dan
proporsional.

Latar Belakang Pendidikan Wahbah Al-Zuhayli

Wahbah Al-Zuhayli  adalah sosok anak yang cerdas, Ia
menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah atas di kampungnya.
Setelah tamat pada tahun 1946 M, Ia pindah ke Kairo dan mengikuti
kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Shari'ah
dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum di
Universitas ‘Ain Shams. la memperoleh ijazah sarjana shari‘ah di al-
Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di
universitas yang sama padatahun 1956 M. Setelah itu memperoleh ijazah

license (Lc) bidang hukum di Universitas ‘Ain Shams pada tahun 1957 M,

“Ibid
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Magister Shari‘ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun
1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum
(Syariat Islam) ia peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabat
al-Sharaf al-Ula ) dengan disertasi berjudul "Athar al-Harbfi al-Figh al-
Islamy; Dirasah Mugqaranah bainal-Madhahib al-Thamaniyah wa al-
Qanun al-Duwalial-‘Am" (Beberapa pengaruh perang dalam figih Islam,
Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang
internasional). Setelah memperoleh gelar doktor, pekerjaan pertama
Wahbah Al-Zuhayli adalah staf pengajar pada Fakultas Shar’iah,
Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten
dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M.
Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di
negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Shari’ah dan Hukum serta
Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada
Universitas Khurtum, Universitas Umm Darman, Universitas Afrika yang
ketiganya berada di Sudan. Ia juga pernah mengajar pada Universitas
Emirat Arab.

Wahbah Al-Zuhayli juga menghadiri berbagai seminar
internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum
ilmiah di negara-negaraArab termasuk di Malaysia dan Indonesia. Ia juga
menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli
pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Syiria,Yordania,

Arab Saudi,Sudan, India, dan Amerika.
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3. Guru-guru Wahbah Al-Zuhayli

Penguasaan Wahbah Al-Zuhayli terhadap berbagai disiplin
keilmuan tidak terlepas dari banyaknya guru yang didatangi. Ia
mempelajari hadis kepada Mahmud Yasin, teologi kepada Muhammad al-
Rankusi, Faraidh kepada Hasan al-Shati (w. 1962 M), fikih madhhab
shafi’i kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Shafi’i (w. Tahun 1958
M), usil al-figh dan mustalah al-Hadith kepada Muhammad Lutfi al-
Fayumi (w. 1990 M), tajwid kepada Ahmad al-Sammaq, nahwu dan
sharaf kepada Abu al-Hasan al-Qassab, ilmu tafsir kepada Hasan
Habnakah al-Midani dan balaghah kepada Salih al-Farfur.

Di Mesir, Wahbah Al-Zuhayli banyak berguru kepada
MahmudShaltut dan‘Abd al-Rahman Taj. Ia juga mempelajari figh
mugqaran kepada Isa Mannun, dekan Fakultas Shari’ah dan Hasan Wahdan
dalam disiplin usul fikih. Selain itu, kajian tentang fikih madhhab shafi’i
banyak ia peroleh dari Jad al-Rabb Ramadan, Mahmud al-Dayim dan
Mustafa Mujahid.

Perhatian Wahbah Al-Zuhaylt di berbagai ilmu pengetahuan tidak
hanya menjadikannya aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi menjadi
rujukan bagi generasi-generasi setelahnya. Di antara murid-muridnya
adalah saudaranya sendiri, Muhammad Az-Zuhayli, Muhammad Faruq
Hamadah, Muhammad Na‘im Yasin, ‘Abd al-Sattar Abu Ghaddah, ‘Abd

al-Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan masih banyak lagi murid-
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muridnya yang tersebar tidak hanya di Timur Tengah tapi juga di negara-

negara lain, seperti Amerika, Afghanistan, Malaysia dan Indonesia.’

Karya-Karya Wahbah Al-Zuhayli
Wahbah Al-Zuhaylt adalah orang yang sangat cerdas dalam
perkembangan dan peradaban ilmu terutama dalam ilmu tafsir dan ilmu figh
sehingga ia banyak terlibat dalam kelembagan keilmuan, hal ini dikarenakan
pemikiran Wahbah Al-Zuhayli yang dapat diterima masyrakat karena mencakup
isu kontemporer pada abad ini dianggap relevan, pemikiran Wahbah Al-Zuhayli
tidak hanya terpacu pada ilmu tafsir dan ilmu figh, ia juga sering menulis tentang
perkembangan sains, hal ini terlihat dari karya-karya beliau yang selalu
mendapatkan apresiasi yaitu:
1.  Atsar al-Harb fi al-Figh al-Islami-Dirasah Muqgdaranah, Dar al-Fikr,
Damaskus, 1963.
2. Al-Wasit fi Ushiil al-Figh, Universitas Damaskus, 1966.
3. Al-Figh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadits, Damaskus,
1967.
4.  Naziriat al-Dartirdt al-Syar’iyyah, Maktabah al-Farabi, Damaskus,
1969.

5.  Naziriat al-Daman, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.

®Lisa Rahayu, “Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah
al-Zuhailr” (Skripsi Sarjana, Fakutas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru,
2010),

him. 22.
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11.

12.

13.

14.

15.
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Al-Usiul al-Ammah [i Wahdah al-Din al-Hag, Maktabah al-
Abassiyah, Damaskus, 1972.

Al-Alagat al-Dawliah fi al-Islam, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981,
Al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, (8 Jilid ), Dar al-Fikr, Damaskus,
1984.

Ushial al-Figh al-Islomi (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.

Juhid Tagnin al-Figh al-Islami, Muassasah al- Risalah, Beirut, 1987.
Figh al-Mawaris fi al-Shari’ah al-Islamiah, Dar al-Fikr, Damaskus,
1987.

Al-Wasaya wa al-Wagqaf fi al-Figh al-Islami, Dar al-Fikr, Damaskus,
1987.

Al-Islam Din al-Jihdd o al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antar
Bangsa, ripoli, Libya, 1990.

Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, (16
Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.

Al-Qisah al-Quraniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damaskus,

1992, d11.6

Dari pemikiran Wahbah az-Zuhaili buku yang membahas tentang

macam-macam talak dan juga pembagiannya, terutama pembahasan talak bagi

penyandang cacat terdapat di buku a/-Figh al-Islam wa Adillatuhu, yang terdapat

pada jilid ke tujuh dari delapan jilid buku tersebut. Pembahasan kitab ini

menekankan metode fikih perbandingan mazhab fikih, khususnya empat mazhab

S1snan Lugman Fauzi, Syibhul ‘iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili...
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Ahl al-Sunnah wa Jama’ah, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali.
Namun begitu, terkadang Wahbah Al-Zuhayli menyebut juga mazhab lain seperti
Imamiyah dari Syi’ah. Di antara keistimewaan kitab ini ialah dalam
pembahasannya selalu disertai dengan pentarjihan hukum yang dilakukan oleh
Wahbah Al-Zuhayli terhadap sesuatu masalah yang dibincangkan berdasarkan
sumber hukum Islam, baik naqli maupun aqli yang didasarkan pada prinsip umum
dan semangat tasyri’. Meskipun kitab ini banyak membahas mengenai
perbandingan mazhab namun Wahbah Al-Zuhayli juga menuangkan
pemikirannya dalam kitab tersebut salah satunya tentang penetapan talak bagi

penyandang cacat yang menjadi fokus kajian peneliti.

Landasan Hukum Wahbah Al-Zuhayli Tentang Talak

Wahbah Al-Zuhayli memandang Al-Qur’an dan Hadis sebagai dua dalil
utama dalam penetapan hukum Islam diikuti kemudian /jma’dan Qiyas. Dalam
pandangan Wahbah Al-Zuhayli Al-Qur’an adalah Hujah yang wajib bagi semua
manusia untuk beramal dengannya.” Begitu pula dengan hadis, ia menyebutkan
bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya
Al-Quran dalam istinbat hukum.® Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh
peneliti bahwa dalam buku a/-Figh al-Islam wa Adillatuhu talak terdapat pada
bab ketujuh dalam bab talak, dalam bab tersebut ada enam hal yang menjadi
acuan. pertama, makna talak dan yang disyariatkan, hukum, rukun dan hikmah

dan sebab-sebab yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. kedua,

”Wahbah Az-Zuhayli, al-Wajiz Fi Usul al-Figh, (Damaskusi: Dar al-Figr, 1999), 26.
& Ibid.,h. 39.
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membahas syarat-syarat talak serta pemilik harta gono gini yang nantinya akan
dibagikan oleh keduanya. ketiga, ikatan-ikatan talak. keempat, perwakilan dalam
talak dan yang meyertainya. kelima, macam-macam talak dan hukum setiap
macamnya. keenam ragu-ragu dalam mentalak dan ketetapannya.’

Jatuhnya talak hanya boleh dilakukan jika memang keadaan yang sudah
sangat mendesak dan dijadikan sebagai sebagai maslahat kedua pasangan, dan
talak menjadi sangat yang tidak dihalalkan apabila tanpa adanya hajat yang
mendukung, sebagaimana larangan Rasulullah dalam hadith “perbuatan yang
halal namun sangat dibenci oleh Allah yakni talak”. Talak juga boleh dilakukan
bila seorang istri tidak patuh terhadap mertua.'®

Talak yang dapat dilakukan oleh seorang lelaki yaitu apabila seorang
wanita ataupun istri tidak dapat menajaga keuangan keluarga dikarenakan lelaki
telah membayar mahar waktu pernikahan dan memberikan nafkah kepada
pasangannya, maka sang lelaki dibolehkan atas perceraian tersebut, atau hal-hal
yang dapat membahayakan sang suami, atas tindakan sang istri. sebagaimana
dalam dua perkara, Pertama apabila gairah seorang istri lebih menggebu dari sang
suami, dan suami tidak dapat membalasnya, dikernakan dapat membahayakan.
namun juga tidak boleh merusak keadaan si istri tersebut apabila bercerai. kedua
apabila si Istri terlalu cepat menghabiskan uang dari nafkah(boros), dan semena-

mena.!!

® Wahbah az-Zuhayli, al-Figh al-Islamiyy wa adillatu, jilid 7 cet. 2,(Damaskus: Dar al-Figr, 1985)
357.

10 |bid,. 358.

1 1bid., 360.
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Diperbolehkannya seorang istri meminta perceraian kepada suami apabila
syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh seorang istri, ataupun hal-hal yang
dapat menyebabkan bahaya bagi sang istri, maka sang istri cukup
mengembalikan uang mahar, ataupun khulu’ sedangkan ia ingin bercerai harus
mendatangkan hakim apabila terjadinya sakit keras yang dapat menular,
kekerasan dalam rumah tangga, hilangnya sang suami (kabur), atau tidak diberi
nafkah.!?

Keharusan suatu talak terjadi apabila dari kedua belah pihak tidak
menjalankan rukun-rukun dan syarat-syarat, maka boleh untuk bercerai, talak
pertama sampai talak ketiga dan apabila ingin rujuk istri harus menikah dan
melakukan talak'3

Namun dari adanya talak ada pihak yang lebih dirugikan dari
kemaslahatan mereka berdua yakni seorang anak, jika keduanya melakukan talak,
maka keduanya wajib untuk membesarkan, memberi pendidikan yang layak
sampai anak tersebut mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, begitu juga
ketika anak tersebut, orang tua dari anak tersebut wajib menjadi walinya.

Pada proses pentalakan hakim memberikan waktu atau disebut juga is/ah
yakni kedua belah pihak diberikan waktu untuk ruyju’ kembali kepada pasangan
semula, dan pada fase ini sang hakim berusaha mendamaikan peselisihan
keduanya. Menurut Wahbah Al-Zuhayli talak dibagi menjadi dua yakni. Pertama
talak yang membutuhkan hakim dalam putusan tersebut. Kedua talak yang tidak

membutuhkan hakim dalam perkara tersebut. talak yang tidak membutuhkan

12 1bid., 361.
13 Ibid,. 364.
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hakim yakni ucapan yang dikeluarkan oleh suami berupa kata-kata talak. Adapun
talak yang membutuhkan keputusan hakim terdapat 15 pandangan yang dapat
diajukan, diantaranya yang pertama, talak yang terjadi karna ketidak adanya
kecocokan. kedua, adanya ila’. Ketiga, adanya li’an. Keempat, murtad. Kelima,
memiliki istri lebih dari satu. Keenam, adanya mudharat bila dilanjutkan dengan
istri. Ketujuh, perbedaan pendapat keduanya. Kedelapan adanya keraguan pada
saat sebelum senggama. Kesembilan, adanya aib pada salah satu pasangan.
Kesepuluh karena masalah nafkah. kesebelas, mas kawin. keduabelas, lupa atau
hilang ingatan. ketiga belas, faqd. keempat belas, durhaka terhadap mertua dari
sang istri. kelima belas, kebebasan bagi setiap pasangan.!*Sedangkan talak bagi
penyandang cacat yakni talak yang membutuhkan hakim untuk memutuskan

perkara tersebut.

Pemikiran Wahbah Al-Zuhayli Tentang Talak Bagi Penyandang Cacat

Wahbah Az-Zuhayli berpendapat bahwa semua manusia dibolehkan atas
talak terhadap pasangannya dan hal tersebut sesuatu yang masuk akal,
dikarenakan apabila telah rusak suatu hubungan antara keduanya maka diberikan
jalan keluar untuk mengembalikan yang rusak tersebut yaitu ruju’kembali. untuk
menghindari perselisihan yang lebih besar lagi, jika hal tersebut juga tidak dapat
mendapat jalan keluar, maka seorang suami dibolehkan untuk mengambil jalan

yang lebih baik dikarenakan keburukan dari seorang wanita. Dan jika diteruskan

4 1bid,. 348
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akan menimbulkan sesuatu yang tidak faedahnya. oleh karena itu lebih baik
menghilangkan sesuatu yang dianggap merugikan.!>

Wahbah menanggapi talak bagi penyandang cacat. ia berpendapat bahwa
ada dua syarat yang dilarangnya seseorang untuk melakukan talak. Pertama
adalah sabiy mumayyiz wa ghoiru mumayyiz atau anak yang belum cukup umur
yang dapat membedakan kebaikan dan kebatilan dan anak yang tidak
memahaminya. Kedua, adalah orang yang gila dan madhush. la mengatakan talak
bagi orang yang gila dan orang yang menderita cacat dan tidak dihalalkan, talak
kepada orang yang gila atau cacat, sebagai contoh orang yang hilang akal dan
orang yang mengalami keterbelakangan fisik atau mental yaitu orang yang
memiliki keterbatasan keadaan dalam melakukan suatu pekerjaan yang tidak bisa
ia lakukan dengan apa apa yang mereka ucapkan atau apa apa yang mereka
perbuat atau sampai pada tahap membutuhkan orang untuk membantunya dalam
mengucapkan dan melakukan sesuatu, hal tersebut disebabkan oleh traumatik,
atau kesedihan yang mendalam, atau juga karna marah.

Sedangkan ighlak adalah segala hal yang mencakup kemampuan berfikir,
tindakan, dan kesadaran, sedangkan gila dan marah berlebihan dan sedih
berlebihan (strees) adalah bagian dari gila tadi.'® Lalu pendapat ulama tentang
adanya cacat ataupun tidak, disini terdapat perselisihan madzhab Hanafiyyah!’

dan Malikiyyah'!® berpendapat bahwa adanya tafriq tersebut menyebabkan

15 Wahbah, al-Figh al-Islami, ... 357.

16 Ibid,. 357-358

17 wahbah al-Zuhay[i, al-fikhu al-islami wa Adillatuh, 385-387

18 Abdulloh bin Mahmud bin Maudud Al-Muhali Al-hanafi, A/-ikhtar Ii Ta’lil Al-Mukhtar,
(Beirut,Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Islamiyyah, t.t.), jild. 3, hlm. 115
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jatuhnya talak ba’in. hal ini ditujuan untuk membendung adanya mudharat bagi
masing-masing pasangan jika masih diberlakukan raj’i. sedangkan alasan
malikiyah adalah karean hal tersebut terjadi sebelum persetebuhan. sedangkan
madzhab Syafi’iyyah!® mengatakan bahwa hak fasakh nikah karena aib adalah
hak istri dan walinya, sebab ia masuk dalam kategori kafaah sehingga ia
dianggap sebagai faskh bukan talak. Hanabilah 2° menyatakan bahwa pernikahan
tersebut jatuh dalam fasakh bukan talak.

Kemudian dalam masalah cacat. Ibrahim ibn Muhammad ibn Salim ibn
Dharyan menanggapi, bahwa jika salah satu pasangan terdapat cacat dan dapat
menghambat dalam menjalankan tugasnya masing-masing maka dibolehkan salah
satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian ataupun talak saat itu juga,
dengan syarat pihak penggugat bersedia untuk menjadi saksi atas terhalangnya
kewajiban bagi pasangan yang menderita cacat tersebut. kemudian untuk khiyar,
Ia tidak memberikan atas diperbolehkannya khiyar jika cacat tersebut terjadi
setelah menikah atau salah seorang dari pasangan tersebut mengetahui kecacatan
tersebut sebelum menikah, dan khiyar diperbolehkan jika kejadian cacatnya
setelah menikah, atau sebelum menikah tidak adanya cacat.?!

Talak yang terjadi karena Keaiban salah satu pasangan. Menurut Wahbah
Al-Zuhayli adalah dilarang, apabila kecacatan yang terjadi salah satu pihak
sebelum menikah mereka mengetahui kekurangan atau aib ( cacat fisik atau

mental). Sehingga, kedua belah pihak dilarang untuk mentalak setelah menikah

19 Shalih Abdu al-Sami’ al-Abi al-Azhari, Jawahir......,hlm. 303

Abrahim ibn Muhammad ibn Salim ibn Dharyan, Manar al-Sabil Fi Sharh al-Dalil jilid 2, (Kairo:
Dar al-Aqidah, 2007) 131-132
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dikarenakan adanya aib.??> karena orang yang telah menikah harus menerima
segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan, dan ini telah
diketahui oleh kedua belah pihak ( ‘arif). Namun, apabila kecacatan terjadi
setelah menikah, atau kecacatan yang terjadi sebelum menikah tidak diketaui
oleh salah satu pihak maka, dibolehkan khiyar (memilih jalan keluar yang lebih
baik lagi). Dengan syarat penderita cacat tersebut tetap dapat menjalankan
kewajiban masin-masing.?®

Menurut Wahbah Al-Zuhayli Talak yang terjadi karna bodohnya
seseorang atau yang disebut dengan talak al-safivah’® dibolehkan talaknya
seorang yang bodoh apabila telah mencapai akal baligh, walaupun tanpa izin

walinya, karena perkara tersebut dapat mengilangkan harta.

22 Wahbah Az-Zuhayli, al-fikhu al-islami wa Adillatuh, 365.

2 |bid 366.

24 Safiyah adalah lemahnya akal seseorang dalam memahami mata uang dibandingkan dengan
orang yang normal, menurut Imam-imam Syiah dan Atha’ talak safiyah haruslah melibatkan wali
dan izin orang tua karena hal ini dapat menyebakan keburukan-keburukan yang terjadi kedepannya
lihat: Wahbah Az-Zuh}ayli>, al-Figh al islam Wa Adilatuh., 367.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN WAHBAH AL-
ZUHAYLI TENTANG PERCERAIAN DENGAN ALASAN ISTRI

PENYANDANG CACAT

Dari penjabaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan talak dan hal-
hal yang berhubungan dengan talak terhadap penyandang cacat yang
dikemukakan oleh berbagai sumber di bab-bab sebelumnya, maka terdapat
beberapa hal yang bisa kita tarik benang merah untuk menjadi bahan analisa
dalam penelitian ini. Yang pertama, menurut dalil naqli yaitu alquran (QS. al-
Bagarah: 231) dan hadits (Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda :
“Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.
H.R. Abi Dawud, dan Al-Hakim, Hadist ini disahihkan oleh Al-Hakim'), talak

merupakan perbuatan yang dibolehkan atau halal akan tetapi dibenci oleh Allah.

Yang kedua, menurut kompilasi hukum Islam pasal 116, talak merupakan
suatu hal yang boleh dilakukan jika dalam hubungan suami-istri terjadi salah satu
hal seperti berikut yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,
penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan; alah satu pihak
meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan; salah satu

pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

1Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang, 59.
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setelah perkawinan berlangsung; salah satu pihak melakukan kekejaman atau
penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; salah satu pihak mendapat
cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban
sebagai suami atau istri; antara suami dan istri terus menerus terjadi
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
suami melanggar taklik talak; peralihan agama atau murtad yang menyebabkan

terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.’

Yang ketiga, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Pasal
19, terdapat enam alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian,
diantaranya yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit yang
menyebabkan suami/ istri tidak dapat menjalankan kewajibannya; salah satu
pihak melakukan perzinaan atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya
yang susah untuk disembuhkan; antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi
perselisihan, atau pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi di dalam menjalankan rumah tangga; salah satu pihak meninggalkan pihak
lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan
yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya; salah satu pihak mendapat
hukuman 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

berlangsung; salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan atau

2Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 36.
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yang disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang

membahayakan pihak lain.?

Yang keempat, Para ahli Figh sepakat bahwa sahnya seorang suami
menjatuhkan talak ialah telah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri bukan
karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Para ulama’ menyatakan
bahwa talak merupakan suatu hal yang dibolehkan apabila terjadi salah satu hal
yang telah disebutkan dalam kompilasi hukum Islam tentang syarat-syarat
sahnya talak yang salah satunya adalah apabila salah satu pihak mendapat cacat
badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai

suami atau istri.

Jika keempat sumber yang telah disebutkan diatas menjadikan salah satu
pihak menderita cacat badan atau penyakit sebagai syarat sah atau dihalakannya
orang tersebut untuk ditalak, maka wahbah zuhaili mempunyai pandangan yang
berbeda. Untuk dapat melakukan analisa yang tepat terhadap pemikiran wahbah
zuhaili tentang talak dan letak perbedaan pemikiran wahbah zuhaili dengan
keempat sumber yang telah disebutkan diatas, maka kita ulas secara singkat

pemikiran wahbah zuhaili tentang talak.

Dalam buku al-Figh al-Islam wa Adillatuhu talak terdapat pada bab
ketujuh dalam bab talak, terdapat enam hal yang menjadi acuan. pertama, makna
talak dan yang disyariatkan, hukum, rukun dan hikmah dan sebab-sebab yang

menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. kedua, membahas syarat-syarat talak

3Lihat Undang-undang No.1 TAHUN 1947 Tentang Perkawinan, Pasal 19.
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serta pemilik harta gono gini yang nantinya akan dibagikan oleh keduanya.
ketiga, ikatan-ikatan talak. keempat, perwakilan dalam talak dan yang
meyertainya. ke/ima, macam-macam talak dan hukum setiap macamnya. keenam

ragu-ragu dalam mentalak dan ketetapannya.*

Jatuhnya talak hanya boleh dilakukan jika memang keadaan yang sudah
sangat mendesak dan dijadikan sebagai sebagai maslahat kedua pasangan, dan
talak menjadi sangat yang tidak dihalalkan apabila tanpa adanya hajat yang
mendukung, sebagaimana larangan Rasulullah dalam hadits “perbuatan yang
halal namun sangat dibenci oleh Allah yakni talak”. Talak juga boleh dilakukan

bila seorang istri tidak patuh terhadap mertua.’

Menurut Wahbah Al-Zuhyli talak dibagi menjadi dua yakni. Pertama
talak yang membutuhkan hakim dalam putusan tersebut. Kedua talak yang tidak
membutuhkan hakim dalam perkara tersebut. talak yang tidak membutuhkan
hakim yakni ucapan yang dikeluarkan oleh suami berupa kata-kata talak. Adapun
talak yang membutuhkan keputusan hakim terdapat 15 pandangan yang dapat
diajukan, diantaranya yang pertama, talak yang terjadi karna ketidak adanya
kecocokan. kedua, adanya ila’. Ketiga, adanya li’an. Keempat, murtad. Kelima,
memiliki istri lebih dari satu. Keenam, adanya mudharat bila dilanjutkan dengan
istri. Ketujuh, perbedaan pendapat keduanya. Kedelapan adanya keraguan pada
saat sebelum senggama. Kesembilan, adanya aib pada salah satu pasangan.

Kesepuluh karena masalah nafkah. kesebelas, mas kawin. keduabelas, lupa atau

*Wahbah Az-Zuhayli, al-Figh al-Islamiyy wa adillatu, jilid 7 cet. 2,(Damaskus: Dar al-Fiqr, 1985)
357.
°Ibid,. 358.
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hilang ingatan. ketiga belas, faqd. keempat belas, durhaka terhadap mertua dari

sang istri. kelima belas, kebebasan bagi setiap pasangan.®

Wahbah Az-Zuhayli berpendapat bahwa semua manusia dibolehkan atas
talak terhadap pasangannya dan hal tersebut sesuatu yang masuk akal,
dikarenakan apabila telah rusak suatu hubungan antara keduanya maka diberikan
jalan keluar untuk mengembalikan yang rusak tersebut yaitu ruju’kembali. untuk
menghindari perselisihan yang lebih besar lagi, jika hal tersebut juga tidak dapat
mendapat jalan keluar, maka seorang suami dibolehkan untuk mengambil jalan
yang lebih baik dikarenakan keburukan dari seorang wanita. Dan jika diteruskan
akan menimbulkan sesuatu yang tidak faedahnya. oleh karena itu lebih baik

menghilangkan sesuatu yang dianggap merugikan.’

Wahbah menanggapi talak bagi penyandang cacat. ia berpendapat bahwa
ada dua syarat yang dilarangnya seseorang untuk melakukan talak. Pertama
adalah sabiy mumayyiz wa ghoiru mumayyiz atau anak yang belum cukup umur
yang dapat membedakan kebaikan dan kebatilan dan anak yang tidak
memahaminya. Kedua, adalah orang yang gila dan madhush. la mengatakan talak
bagi orang yang gila dan orang yang menderita cacat tidak dihalalkan, talak
kepada orang yang gila atau cacat, sebagai contoh orang yang hilang akal dan
orang yang mengalami keterbelakangan fisik atau mental yaitu orang yang
memiliki keterbatasan keadaan dalam melakukan suatu pekerjaan yang tidak bisa

ia lakukan dengan apa apa yang mereka ucapkan atau apa apa yang mereka

®lbid,. 348.
"Wahbah, al-Figh al-Islami, ... 357.
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perbuat atau sampai pada tahap membutuhkan orang untuk membantunya dalam
mengucapkan dan melakukan sesuatu, hal tersebut disebabkan oleh traumatik,
atau kesedihan yang mendalam, atau juga karna marah. Sebagaimana rasulullah
bersabda “tidak dibolehkanya talak bagi ighlak”. Sedangkan ihlak adalah segala
hal yang mencakup kemampuan berfikir, tindakan, dan kesadaran, sedangkan gila

dan marah berlebihan dan sedih berlebihan (strees) adalah bagian dari gila tadi.?

Dari pemaparan diatas dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka
Penulis menganalisa pemikiran Wahbah Al-Zuhyli tentang perceraian bagi
penyandang cacat adalah hukumnya haram walaupun hukum asli dari perceraian

adalah makruh, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak dapat dicerai karna cacat (fisik mauapun mental)

Orang yang gila dan madhush. 1a mengatakan talak bagi orang yang
gila dan orang yang menderita cacat dan tidak dihalalkan, talak kepada
orang yang gila atau cacat, sebagai contoh orang yang hilang akal dan
orang yang mengalami keterbelakangan fisik atau mental yaitu orang
yang memiliki keterbatasan keadaan dalam melakukan suatu pekerjaan
yang tidak bisa ia lakukan dengan apa apa yang mereka ucapkan atau apa
apa yang mereka perbuat atau sampai pada tahap membutuhkan orang
untuk membantunya dalam mengucapkan dan melakukan sesuatu, hal
tersebut disebabkan oleh traumatik, atau kesedihan yang mendalam, atau

juga karna marah.

8lbid,. 357-358.
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Sebagaimana rasulullah bersabda "dUsl 33U U" “tidak

dibolehkanya talak bagi ighlak™. sedangkan ighlak adalah segala hal yang
mencakup kemampuan berfikir, tindakan, dan kesadaran, sedangkan gila
dan marah berlebihan dan sedih berlebihan (strees) adalah bagian dari gila
tadi.
2. Tidak dapat diceraikan karena dapat menjalankan tugasnya

Talak yang terjadi karena Keaiban salah satu pasangan. Menurut
Wahbah Al-Zuhyli adalah dilarang, apabila kecacatan yang terjadi salah
satu pihak sebelum menikah mereka mengetahui kekurangan atau aib (
cacat fisik atau mental). Sehingga, kedua belah pihak dilarang untuk
mentalak setelah menikah dikarenakan adanya aib.! karena orang yang
telah menikah harus menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-
masing pasangan, dan ini telah diketahui oleh kedua belah pihak ( ‘arif).
Namun, apabila kecacatan terjadi setelah menikah, atau kecacatan yang
terjadi sebelum menikah tidak diketaui oleh salah satu pihak maka,
dibolehkan khiyar (memilih jalan keluar yang lebih baik lagi). Dengan
syarat penderita cacat tersebut tetap dapat menjalankan kewajiban masin-
masing.!! namun, apabila penyandang cacat tersebut tidak dapat
menjalankan tugas maka, boleh diceraikan, hal inilah yang menyebabkan

hukum dari perceraian bagi penyandang cacat menjadi haram apabila ia

riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah dari Aisyah, Nay/ al Awtarhadith no: 6/225, lihat juga
di Nisb Al-Rayah hadith no:3/223

10 Wahbah Az-Zuhyli, al-fikhu al-islami wa Adillatuh, 365.

11bid,.366.
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tetap dapat menajalankan kewajibannya secara baik dan benar terhadap
suaminya atau pasangan lainnya.
. Dilarang menceraikan jika mengakibatkan penelantaran

Dalam menjalin hubungan keluarga rumah tangga haruslah
menimbulkan kebaikan-kebaikan diantara keduanya yakni sakinah
mawaddah warahmah, yaitu rasa tentram kerukunan dan kedamaian,
karena kerukun dan kedamaianlah membuat rumah tangga semakin
harmonis dan langgeng. Namun sesuatu bisa terjadi yang tidak diinginkan
dan menimbulkan perceraian, dari perceraian tersebut haruslah dengan
sikap yang baik pula, tidaklah boleh seorang suami menceraikan seorang
yang cacat dan tidak dapat menghidupinya sendiri, karena hal ini dapat
menelantarkan seorang yang dicerai, terlebih lagi hal ini dapat
mempengaruhi kondisi psikis dan kejiwaan yang diceraikan semakin tidak
terkontrol, sehingga kemudharatan yang terjadi lebih besar daripada
manfaat yang didapat.
. Dilarang Bercerai jika tidak ada suatu alasan yang kuat, bagi penyandang
cacat

Haram menceraikan bagi suami apabila menceraikan istri yang

cacat tanpa mempunyai sebab musabab yang jelas atau dzohir jikalau
suami menceraikan tanpa ada alasan yang kuat maka, dosa bagi suami,
padahal istri mampu melakukan kewajiban dengan baik dan benar. karena
syarat utama dalam bercerai adalah memiliki landasan yang syar’l

sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.



73

Dari sinilah sang suami atau kedua belah pihak melihat kedaan
masing untuk tidak saling memandang keburukan karena pernikahan yang
dinilai adalah bagaimana kedua belah pihak dapat melaksanakan
kewajibannya bukan malah mencari-cari kesalahan salah satu pihak yang
kemudian menimbulkan peceraian.

Begitu juga penyandang cacat juga memiliki hak-hak yang sama
dengan orang yang normal, karena meraka jugalah ciptaan Allah yang
berhak menjadi manusia yang terbaik, dalam sosial, keluarga dan
kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, hal inilah yang membuat kita
haruslah toleran dan tidak membeda-bedakan dengan makhluk Allah
lainnya. Terlebih penderita cacat, juga seorang manusia yang dilahirkan
oleh ibu, yang memiliki kejiwaan, kondisi psikis, dan akal sehat. Sebagai
manusia yang berakal dan kita diberikan kelebihan, maka bersyukurlah

bahwa kita tidak diciptakan serba kekukurangan.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan

sebagaimana berikut:

1.

Pandangan Wahbah Az-Zuhayli tentang talak yakni yang membutuhkan
keputusan hakim terdapat 15 pandangan yang dapat diajukan, diantaranya
yang talak yang terjadi karna ketidak adanya kecocokan, adanya ila’,
adanya li’an, murtad, memiliki istri lebih dari satu, adanya mudharat bila
dilanjutkan dengan istri, perbedaan pendapat keduanya, adanya keraguan
pada saat sebelum senggama, adanya aib pada salah satu pasangan, karena
masalah nafkah, mas kawin, lupa atau hilang ingatan, faqd, durhaka
terhadap mertua dari sang istri, kebebasan bagi setiap pasangan.

Analisis hukum haram menceraiakan penyandang cacat adalah sebagai
berikut:

a. Tidak sah perceraian orang gila ataupun orang yang madhus
(stress) Sebagaimana rasulullah bersabda “tidak dibolehkanya
talak bagi ighlak”.

b. Haram hukumnya menceraikan orang yang cacat mental apabila
orang tersebut dapat menjalankan kewajibannya.

c. Dilarang menceraikan jika mengakibatkan penelantaran.
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d. Dilarang Bercerai jika tidak ada suatu alasan yang kuat, bagi

penyandang cacat.

Para penyandang cacat adalah juga manusia yang memiliki hak-hak
layaknya orang normal lainnya. hak untuk dikasihi, dicintai, dan
disayangi. Maka, tidaklah patut seorang pasangan berbuat semena-mena
dalam menceraikan pasangan penderita cacat.

Dukungan dari orang tua dan kerabat dekat sangat dibutuhkan dalam
kondisi psikis penyandang cacat yang telah diceraikan baik dalam

kebutuhan materi ataupun non materi.
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